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Abstract
This study examines the issues surrounding the implementation of free education in Gowa Regency from the
perspective of siyasah syar’iyyah, focusing on policy implementation, forms of irregularities, and the
government's responsibility to guarantee the public's right to education. The study aims to analyze the execution
of the free education policy and assess its alignment with the principles of siyasah syar’iyyah. A qualitative
research approach was employed, involving an analysis of regulations, interview findings, and the empirical
realities of the free education program. The results indicate that the free education policy in Gowa Regency
fundamentally reflects the government's efforts to ensure equitable access to education, alleviate the economic
burden on the community, and enhance student welfare. However, implementation challenges persist, such as
unauthorized levies, abuse of authority, and inadequate oversight regarding the use of funds and educational
facilities. From the perspective of siyasah syar’iyyah, the free education policy aligns with the principle of
maslahah mursalah as it prioritizes the common good and reflects the government's role as sultah al-tanfidziyah
in implementing policies for the public welfare. Conversely, any form of irregularity contravenes the principles
of amanah, justice, and amar ma’ruf nahi munkar. Therefore, strengthening oversight, transparency, public
participation, and law enforcement is essential to ensure that the free education program operates fairly,
effectively, and in accordance with the objectives of Sharia.
Keyword: Educational Policy, Free Education, Maslahah Mursalah, Siayasah Syar’iyyah.

Abstrak

Penelitian ini membahas problematika penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa dalam perspektif
siyasah syar’iyyah, dengan fokus pada implementasi kebijakan, bentuk penyimpangan, serta tanggung jawab
pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah
syar’iyyah. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji regulasi, hasil wawancara, serta
kondisi empiris penyelenggaraan pendidikan gratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan
gratis di Kabupaten Gowa pada dasarnya telah mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan
akses pendidikan, mengurangi beban ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan peserta didik.
Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah permasalahan, seperti pungutan yang tidak sesuai
ketentuan, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana dan fasilitas
pendidikan. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kebijakan pendidikan gratis sejalan dengan prinsip maslahah
mursalah karena berorientasi pada kemaslahatan umum, serta mencerminkan fungsi pemerintah sebagai sultah al-
tanfidziyah dalam melaksanakan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Sebaliknya, setiap bentuk
penyimpangan bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan amar ma’ruf nahi munkar. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan pengawasan, transparansi, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum agar
penyelenggaraan pendidikan gratis dapat berjalan secara adil, efektif, dan sesuai dengan tujuan syariat.
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PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan alat yang diperlukan untuk pengembangan sumber daya manusia yang

menentukan sejauh mana suatu negara maju. Pendidikan membekali masyarakat dengan pengetahuan,
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keterampilan, dan nilai-nilai serta kemampuan pemecahan masalah untuk merespons dinamika sosial
ekonomi dan teknologi yang berubah hampir setiap hari. Pendidikan bukan sekadar meneruskan
pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter; mengembangkan peserta didik sebagai manusia
seutuhnya dan menjadikan masyarakat sebagai tempat yang lebih baik (Hasibuan, 2025). Dengan
demikian, pendidikan yang berkualitas pada dasarnya merupakan kebutuhan strategis untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, dan bertanggung jawab serta mampu
berpartisipasi dalam pembangunan nasional (Hidayat et al., 2026). Di Indonesia, urgensi ini dituangkan
dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan nasional.

Perkembangan dalam penelitian pendidikan, sekarang telah ditetapkan bahwa keberhasilan
penyelenggaraan pendidikan tidak semata-mata terletak pada apa yang terjadi di dalam suasana yang
dipimpin oleh guru, melainkan juga bergantung pada beberapa komponen, sehingga membentuk
ekosistem pendidikan juga (Oktavianingrum & Asmawan, 2025). Sekolah diorganisasi dan merupakan
gabungan dari struktur pendidikan formal dan terstruktur asal-usul organisasi yang berisi peserta didik
yang dituju, satu atau berbagai sumber daya instruksional pendidik, data perangkat, perangkat suara
manusia, interaksi sosial dengan individu lain, tanda kemampuan guru, serta sistem mata uang sekolah
(Mamuaya, 2025). Lingkungan belajar yang baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, memiliki
korelasi positif dengan kualitas proses itu sendiri serta kinerja peserta didik menurut literatur pendidikan
kontemporer. Sementara lingkungan fisik terdiri dari fasilitas dan infrastruktur termasuk ruang kelas,
perpustakaan, laboratorium dengan fasilitas pendukung lainnya (Charles et al., 2025). Lingkungan
nonfisik mencakup budaya sekolah yang dapat meliputi hubungan sosial yang muncul selama kegiatan
pembelajaran serta bentuk dan tingkat interaksi antara anggota dalam suatu komunitas.

Namun demikian, meskipun terdapat beberapa kemajuan di sebagian bidang pendidikan,
Indonesia masih menghadapi beberapa kendala terkait aksesibilitas dan pembiayaan sekolah (Zahroh,
2025). Pendidikan dijamin sebagai hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, termasuk akses
terhadap pendidikan dasar melalui Pasal 31 Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi
pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, antara lain karena beban biaya pendidikan yang secara
tidak langsung membatasi partisipasi masyarakat (Jabar et al., 2025). Telah diketahui secara luas bahwa
pendidikan tidak hanya terdiri dari biaya formal yang harus dibayar, melainkan juga jumlah yang lebih
besar untuk pengeluaran pendukung seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan kegiatan
ekstrakurikuler beserta kebutuhan administratif lainnya (Sidik, 2026). Kondisi ini menunjukkan
pentingnya secara struktural kebijakan pendidikan yang tersedia untuk mengurangi hambatan ekonomi
dalam mencapai kesempatan yang setara dalam ketersediaan pendidikan (Judijanto, 2025).

Kendala-kendala ini menjadi semakin rumit bahkan ketika cakupan pelatihan gratis tidak hanya
dilihat melalui akses, tetapi juga sebagai akibatnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan
sistem pendidikan nasional yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Wartoyo, 2025).
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Salah satu kebijakan yang sangat relevan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk ikut campur guna
memperluas akses pendidikan adalah kebijakan pendidikan gratis (Zainuddin, 2026). Mengabaikan
biaya saja tidak cukup; tata kelola yang efektif serta transparansi dan pengawasan diperlukan untuk
memantau apakah komitmen institusional memastikan bahwa tujuan kebijakan benar-benar tercapai.

Salah satu daerah yang menjadi contoh dalam penerapan kebijakan pendidikan gratis adalah
Kabupaten Gowa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan
Gratis yang kemudian diubah oleh (Peraturan Daerah) Nomor V111/2013. Kebijakan ini bertujuan untuk
memastikan bahwa pendidikan dapat diakses, sehingga jumlah kesempatan untuk memperoleh
pendidikan meningkat dan mendorong motivasi masyarakat dalam belajar agar dapat mengurangi biaya
yang ditanggung orang tua siswa. Program ini merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah untuk
melaksanakan tatanan konstitusional, khususnya terkait dengan kewajiban menyediakan anggaran
pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan standar alokasi pendidikan minimal setara dengan 20 persen
dari APBD dan APBN.

Kebijakan pendidikan gratis pemerintah Kabupaten Gowa tentu telah menunjukkan kemajuan
dari aspek kuantitatif dalam akses publik terhadap pendidikan, namun berbeda dengan komponen
kualitas yang memerlukan analisis yang lebih mendalam. Sejumlah persoalan masih melekat dalam
pelaksanaannya, seperti dugaan pungutan ilegal yang timbul selama proses pendaftaran siswa baru,
korupsi dalam pengadaan atribut sekolah, bahkan praktik penyalahgunaan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan dasar-dasar tata kelola pendidikan yang baik. Fenomena-
fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif kebijakan pendidikan gratis
dan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik di satu sisi. Oleh karena itu, yang kita
butuhkan bukan hanya pendekatan ilmiah untuk menguji apakah kebijakan tersebut benar-benar
berjalan atau tidak berjalan sesuai maksud, tetapi juga penerapan faktor-faktor struktural dan
mekanisme pengawasan yang dapat menjadi sarana efektif untuk mewujudkan keberhasilan
implementasi kebijakan spesifik ini.

Studi-studi sebelumnya telah membahas pendidikan gratis mulai dari akses pendidikan hingga
dampak sosial-ekonomi serta peran pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi sekolah (Annur
et al., 2025). Meskipun demikian, studi yang mendalam yang menghubungkan kebijakan pendidikan
gratis dan kualitas tata kelola yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pendidikan, khususnya
dengan menanggulangi korupsi administrasi atau akuntabilitas sekolah, masih kurang berkembang.
Kesenjangan dalam penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terarah dengan
menyoroti aspek regulasi, implementasi kebijakan, serta pengawasan terhadap para aktor pendidikan
(Bukhari et al., 2025). Berdasarkan alasan tersebut, penelitian mengenai implementasi pendidikan gratis
di Kabupaten Gowa tidak hanya diharapkan berkontribusi sebagai bahan evaluasi kebijakan daerah,
tetapi juga menyajikan gagasan untuk keberlanjutan serta proses implementasi kebijakan publik yang
efektif
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Berdasarkan fenomena yang telah diobservasi, dan masalah yang telah diidentifikasi, penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa,
penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan maupun
hambatan dalam implementasi program pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. Penelitian ini
mengusulkan kebaharuan dengan menempatkan program pendidikan bukan sebagai instrument
perluasan akses pendidikan, melainkan sebagai sebuah sistem tata kelola yang membutuhkan kepastian
hukum, transparansi, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Ruang lingkup penelitian ini berfokus
pada penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa melalui telaah aspek regulasi,
implementasi, dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya sebagai dasar untuk merumuskan

rekomendasi kebijakan pendidikan daerah.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan hukum
empiris yang menjadikan undang-undang, putusan pengadilan, dan standar hukum sebagai landasan
utama dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan normative yang berkaitan dengan peraturan dan
penerapan yang tercermin dalam fenomena yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan
teologi normatif menelusuri syariat Islam seperti Al-Qur’an dan Hadist yang relevan dengan masalah
yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian digolongkan sebagai penelitian hukum yang bertujuan untuk melakukan verifikasi,
sedangkan untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari 8
orang responden yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Komite Sekolah Somba Opu,
SD Inpres Bertingkat Gowa, dan Orang Tua Siswa dan Siswi SD Inpres Bertingkat Gowa. Data
diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Sedangkan untuk menganalisis data yang telah diperoleh langkah analisis yang dilakukan berupa
visualisasi dan penyajian data, serta penerapa uji kredibilitas untuk memastikan daya yang diperoleh

merupakan data valid dan dapat dipercaya secara sumber, dan tidak dimanipulasi dalam bentuk apapun.

HASIL DAN DISKUSI
Pungutan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Sekolah Dasar Inpres Bertingkat
Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan nasional karena berperan dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, serta menciptakan masyarakat yang
mampu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa (Firmanto et al., 2025). Dalam konteks negara
Indonesia, penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi kebutuhan sosial, tetapi juga merupakan
kewajiban konstitusional pemerintah (Maspuroh et al., 2025). Negara memiliki tanggung jawab untuk
memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang layak sebagai bagian dari upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C

ayat (1) yang menegaskan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
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dasar, termasuk memperoleh pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta budaya
(Aulia et al., 2025).

Prinsip tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama
untuk memperoleh pendidikan bermutu (Permana & Munif, 2025). Selain itu, pemerintah dan
pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan layanan, kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kebijakan
pendidikan gratis dapat dipahami sebagai bentuk konkret kehadiran pemerintah dalam menjamin
pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi (Rahim
etal., 2024).

Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa muncul sebagai respons terhadap berbagai
persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya adanya praktik pembebanan biaya kepada
orang tua siswa oleh pihak tertentu. Berdasarkan hasil wawancara, program tersebut dilatarbelakangi
oleh adanya keluhan masyarakat mengenai pungutan yang dilakukan oleh oknum sekolah sehingga
pemerintah daerah mengambil langkah untuk memastikan pendidikan dapat diakses tanpa biaya
tambahan yang membebani peserta didik dan keluarga. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah
tidak hanya berperan sebagai penyusun regulasi, tetapi juga sebagai aktor yang harus melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan agar tujuan pemerataan benar-benar tercapai.

Namun, keberhasilan pendidikan gratis tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi,
melainkan juga oleh pemahaman masyarakat terhadap konsep kebijakan tersebut. Salah satu persoalan
utama adalah masih adanya persepsi yang keliru mengenai makna pendidikan gratis. Sebagian
masyarakat memahami pendidikan gratis sebagai penghapusan seluruh biaya pendidikan tanpa batas,
padahal dalam praktiknya terdapat komponen tertentu yang dibiayai oleh pemerintah sesuai mekanisme
pendanaan yang telah ditetapkan. Perbedaan pemahaman tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman
antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menilai keberhasilan program. Oleh karena itu,
diperlukan sosialisasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan agar
tidak terjadi penyimpangan.

Dalam aspek implementasi, pendidikan gratis di Kabupaten Gowa masih menghadapi tantangan
berupa potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan
menjadi faktor penting karena penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan dapat berdampak
langsung terhadap kualitas layanan yang diterima peserta didik. Pemerintah daerah kemudian
melakukan berbagai upaya, seperti evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan, investigasi terhadap
dugaan penyimpangan, serta penerapan sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dari sisi pendanaan, pelaksanaan pendidikan gratis didukung oleh mekanisme anggaran
pemerintah melalui dana pendidikan yang dialokasikan dalam APBN dan APBD. Ketentuan mengenai
pendanaan pendidikan menegaskan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dialokasikan

sebesar 20 persen dari belanja negara (Mismariat et al., 2026). Selain itu, dana Bantuan Operasional
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Sekolah (BOS) menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan
operasional sekolah. Meskipun demikian, efektivitas penggunaan dana tersebut sangat bergantung pada
transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan pengelola sekolah dalam mengalokasikan anggaran sesuai
kebutuhan pendidikan (Lukas et al., 2024).

Secara substansial, pendidikan gratis di Kabupaten Gowa memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat, terutama dalam mengurangi beban ekonomi orang tua siswa. Kebijakan ini membantu
masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan yang sebelumnya menjadi kendala, seperti biaya buku,
kegiatan sekolah, dan kebutuhan pembelajaran lainnya. Beberapa orang tua siswa menyatakan bahwa
program pendidikan gratis memberikan harapan karena dapat mengurangi pengeluaran keluarga serta
memperluas kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Meskipun demikian,
masih ditemukan berbagai persoalan, seperti keterbatasan akses terhadap buku pembelajaran yang dapat
dibawa pulang serta kebutuhan tambahan yang masih harus dipenuhi oleh keluarga siswa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan gratis merupakan
langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan memenuhi amanat
konstitusi. Namun, keberhasilan program tidak cukup hanya bergantung pada kebijakan formal,
melainkan membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, transparansi pengelolaan dana, serta partisipasi
masyarakat. Pendidikan gratis harus dipandang bukan sekadar sebagai pembebasan biaya pendidikan,
tetapi sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memastikan setiap
peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Penjualan di SD Inpres Bertingkat

Pendidikan dalam perspektif Islam adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi manusia
melalui nilai-nilai teologi. Pendidikan pada umumnya tidak hanya dirancang untuk membentuk
kemampuan mental, tetapi juga menyiapkan kondisi bagi tumbuhnya keyakinan, nilai, dan tanggung
jawab, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat (Firmansyah, 2025). Perkembangan
pengetahuan Islam berjalan seiring dengan pertumbuhan dan terbentuknya peradaban Islam dalam
Sejarah (Sihab & Imawan, 2025). Sejak masa Nabi Muhammad, pendidikan telah menjadi alat kunci
yang digunakan untuk menyebarkan berbagai ajaran yang berkaitan dengan Al-Qur’an dan Hadis. Rasul
bukan hanya penyampai dalam urusan keagamaan, tetapi juga teladan dalam pendirian sistem
pendidikan publik yang berorientasi pada kesejahteraan (Purnama et al., 2026).

Seiring perkembangan kehidupan sosial dan politik umat Islam, hubungan antara agama dan
negara menjadi bagian penting dalam kajian hukum Islam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan
ulama mengenai batas hubungan antara agama dan pemerintahan, para ulama kontemporer secara
umum memandang bahwa penyelenggaraan negara tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai agama,
khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks tersebut, konsep siyasah
syar’iyyah hadir sebagai pendekatan dalam mengatur kebijakan publik berdasarkan prinsip keadilan,

kemanfaatan, dan pencegahan terhadap kemudaratan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam
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bidang pendidikan dapat dianalisis melalui perspektif tersebut, termasuk penyelenggaraan pendidikan
gratis di Kabupaten Gowa.

Penyelenggaraan pendidikan gratis pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah
dalam memberikan pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam
perspektif Islam, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjalankan
amanah secara benar serta menghindari tindakan yang merugikan masyarakat (Mahmod et al., 2026).
Setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan, termasuk tindakan oknum yang memanfaatkan program
pendidikan gratis untuk memperoleh keuntungan pribadi, bertentangan dengan prinsip amanah dalam
Islam (Rahman, 2025). Praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga
bertentangan dengan nilai syariat karena mengandung unsur penipuan dan pengambilan hak orang lain
secara tidak sah.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pendidikan gratis tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh integritas pelaksana kebijakan. Dalam konsep
siyasah syar’iyyah, pemerintah memiliki kewenangan melalui sultah al-tanfidziyah sebagai pelaksana
kekuasaan eksekutif untuk menerapkan kebijakan yang mendukung kemaslahatan masyarakat dan
mencegah kemungkaran. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menerbitkan aturan mengenai
pendidikan gratis dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip amar ma’ruf nahi munkar, yaitu
upaya mendorong terciptanya kebaikan sekaligus mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang
merugikan masyarakat.

Lebih lanjut, penyelenggaraan pendidikan gratis juga berkaitan dengan konsep maslahah
mursalah, yaitu kebijakan yang bertujuan menghadirkan manfaat umum selama tidak bertentangan
dengan prinsip syariat. Program pendidikan gratis memiliki tujuan untuk mengurangi beban ekonomi
masyarakat, memperluas akses pendidikan, dan menciptakan ketertiban sosial. Namun, apabila dalam
pelaksanaannya terdapat penyimpangan seperti pungutan yang tidak sesuai, manipulasi fasilitas, atau
penyalahgunaan dana pendidikan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan awal kebijakan
karena menimbulkan kemudaratan bagi peserta didik dan orang tua.

Berdasarkan kaidah dar’u al-mafasid mugaddam “ala jalb al-mashalih, yaitu mencegah kerusakan
lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan, pemerintah memiliki kewajiban untuk
melakukan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan
pendidikan gratis (Dzar et al., 2026). Dengan demikian, aturan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten
Gowa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai upaya menjaga
kemaslahatan masyarakat. Larangan terhadap praktik mengambil keuntungan dari program pendidikan
yang seharusnya diberikan secara gratis dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak
masyarakat serta penerapan nilai keadilan dalam Islam (Algemzi & Bin Marni, 2026).

Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan gratis dalam perspektif siyasah syar’iyyah
menunjukkan bahwa kebijakan publik harus selalu diarahkan pada terciptanya kemanfaatan dan

pencegahan terhadap kerugian masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang amanah memiliki kewajiban
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memastikan bahwa kebijakan pendidikan berjalan sesuai tujuan awalnya, sementara lembaga
pendidikan dan masyarakat memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan program tersebut. Oleh karena
itu, efektivitas pendidikan gratis tidak hanya bergantung pada regulasi yang dibuat, tetapi juga pada
komitmen moral, pengawasan, dan tanggung jawab seluruh pihak dalam mewujudkan pendidikan yang

adil, bermutu, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa
dalam perspektif siyasah syar’iyyah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan gratis merupakan
bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas pendidikan serta
mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Program ini memiliki tujuan untuk mengurangi beban
ekonomi masyarakat, memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas, dan menciptakan layanan
pendidikan yang berkeadilan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai
permasalahan, seperti penyimpangan oleh oknum tertentu berupa pungutan yang tidak sesuai,
penyalahgunaan kewenangan, serta praktik yang bertentangan dengan tujuan awal kebijakan
pendidikan gratis.

Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa merupakan
bentuk penerapan prinsip kemaslahatan umum melalui kewenangan pemerintah dalam mengatur dan
melaksanakan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tindakan penyimpangan terhadap program
tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan amar ma’ruf nahi munkar karena
menimbulkan kerugian bagi peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
pengawasan, transparansi, serta penegakan hukum agar penyelenggaraan pendidikan gratis dapat
berjalan sesuai dengan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemanfaatan, mencegah kemudaratan, dan

menjamin terpenuhinya hak pendidikan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
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